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PUTUSAN

Nomor  322/Pdt.G/2016/PA.Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kisaran  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus

rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Batu  Bara,

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengrajin

kayu,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Batu  Bara,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2016 yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kisaran  dengan  Register

Nomor 322/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 6 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Januari

2015 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 062/62/I/2015  yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram,

Kabupaten Batu Bara tanggal 29 Januari 2015;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat

Penggugat  tersebut  di  atas,  terakhir  Penggugat  dan Tergugat  bertempat

tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul

sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa  dalil  Penggugat  sebagai  alasan  utama  menggugat  cerai  dari

Tergugat  adalah  mengenai  masalah  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat

sebagai suami istri  sejak pertengahan bulan Februari tahun 2015 berada

dalam kondisi  berselisih  secara  terus  menerus  dan  terjadi  pertengkaran

yang disebabkan karena:

-   Tergugat  tidak bisa memenuhi  nafkah bathin  Penggugat,  dan

Penggugat  sudah  berusaha  mengajak  Tergugat  berobat,  namun

Tergugat selalu menolak;

5. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2015 akibat perselisihan yang terjadi

secara  terus  sebagaimana  tersebut  di  atas,  selanjutnya  Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat  pulang  ke  rumah  orangtua  Tergugat

sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat

tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai

dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan

bersuamikan  Tergugat  dan  Penggugat  merasa  tidak  mungkin  lagi  untuk

mempertahankan  rumah  tangga  bersama  Tergugat,  oleh  karena  itu

Penggugat  berketetapan  hati  untuk  menggugat  cerai  Tergugat  di

Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa  permasalahan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah     pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak

Ketua  Pengadilan  Agama  Kisaran  Cq.  Majelis  Hakim  kiranya  dapat

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan  suatu  hari  persidangan  dengan  memanggil  Penggugat  dan

Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili  perkara ini  dan

selanjutnya  Penggugat  mohon  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum

yang berlaku;

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya; 

Bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan  perkara  ini Penggugat  dan

Tergugat telah  dipanggil  di  tempat  tinggalnya,  terhadap  panggilan  mana

Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan  Tergugat tidak

pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang  sah,  meskipun Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

memberikan nasihat  kepada Penggugat  agar  bersabar  dan  tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  di

persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A.   Bukti Tertulis
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- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  062/62/I/2015  atas  nama

Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara

tanggal 29 Januari 2015. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan telah

dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi

tanda bukti P.;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat

telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B.   Bukti Saksi

1. Saksi pertama, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat

tinggal di Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya telah memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  hubungan  saksi  dengan  Penggugat  sebagai  saudara

sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  bulan  Januari

2015;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orangtua Penggugat di Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya, rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  rukun  dan  harmonis,  tetapi  sejak  1  bulan  setelah

menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat

dan  Tergugat  karena  Tergugat  tidak  mampu  memberikan  nafkah

bathin  kepada  Penggugat,  Tergugat  lemah  syahwat,  Tergugat

mengalami  sakit  namun Tergugat  keberatan  ketika  diajak  berobat

oleh Penggugat;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2016/PA.Kis. Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun

yang  lalu  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  kembali

kerumah orangtua Tergugat;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  menasihati  dan

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi  kedua,  umur 63 tahun,  agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

mengurus  rumah tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Batu  Bara.  Di

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  hubungan  saksi  dengan  Penggugat  sebagai  tetangga

Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  bulan  Januari

2015;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orangtua Penggugat di Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya, rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  rukun  dan  harmonis,  tetapi  sejak  2  bulan  setelah

menikah, tepatnya sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat

sering bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat

dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir

dan  bathin  kepada  Penggugat,  namun  Tergugat  keberatan  ketika

diajak berobat oleh Penggugat;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun

yang  lalu,  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  pulang

kerumah orangtua Tergugat;

- Bahwa  Pihak  keluarga  sudah  pernah  menasihati  dan

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan

dan  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  bahwa  Penggugat  tetap  pada

gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  guna  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  hal-hal  yang

termuat  dalam  Berita  Acara  Sidang  dipandang  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  huruf  (a)  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut)  jo. Pasal 73

ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut,  perkara ini  menjadi

wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan

tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau

kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah

dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya

sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang

sah atau dapat  dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  datang  menghadap  ke

persidangan,  tidak  hadir  dan  perkara  ini  akan  diperiksa  dan  diadili  tanpa

hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;
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Menimbang,  bahwa mediasi  tidak wajib dilaksanakan karena Tergugat

tidak pernah datang menghadap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4

ayat  (2)  huruf  b  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1

Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  mediasi  baru  bisa

dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah

ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan

pasal  82  ayat  (1)  dan ayat  (4)  Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,  serta

Pasal  31 ayat  (1)  dan ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan,  Majelis  Hakim  telah  optimal  memberikan  nasehat  kepada

Penggugat  agar  bersabar  dan tetap  mempertahankan ikatan perkawinannya

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  petitumnya  angka  2,  mohon

kepada  Majelis  Hakim  untuk  “Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat

terhadap  Penggugat”,  dengan  dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  sejak

pertengahan bulan Februari tahun 2015 berada dalam kondisi berselisih secara

terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak

bisa  memenuhi  nafkah  bathin  Penggugat,  dan  Penggugat  sudah  berusaha

mengajak  Tergugat  berobat,  namun  Tergugat  selalu  menolak.  Sekitar  bulan

Maret tahun 2015 akibat perselisihan yang terjadi secara terus, Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan Penggugat

tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan

Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sudah kurang lebih 1 tahun

lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil

dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja

tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh

Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dan  meneguhkan  dalil-dalil

gugatannya,  Penggugat  di  dalam  persidangan  telah  mengajukan  bukti-bukti

berupa bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan

satu  persatu  bukti  yang  telah  diajukan  Penggugat  di  dalam  persidangan

tersebut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  surat  (P.)  yang  diajukan  oleh

Penggugat  berupa  1  (satu)  lembar  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,  menurut

penilaian  Majelis  Hakim  fotokopi  a  quo telah  dinazegelen sesuai  dengan

maksud pasal  2 ayat  3  Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea

Materai serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat

bukti surat (P.) a quo secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna

dan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  (P.)  Penggugat  secara  materil

menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara

Islam pada 29 Januari 2015, maka bukti surat (P.) Penggugat tersebut menurut

penilaian  Majelis  Hakim  cukup  membuktikan  bahwa  antara  Penggugat  dan

Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa oleh perkara a quo menyangkut perceraian dengan

alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22

ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 76 ayat 1

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  di  dalam

persidangan  Penggugat  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi  yang

merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat  yang bernama

Lindawati binti Tiar dan Rodiah binti Bilal Tani;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat a quo,

telah disumpah secara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secara

terpisah  (sebagaimana  yang  termuat  secara  lengkap  dibagian  duduk

perkaranya),  dimana  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut  telah  sesuai

dengan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya
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serta relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil

gugatan  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim menilai  keterangan 2  orang  saksi

Penggugat a quo telah memenuhi maksud rumusan pasal 308 ayat 1 R.Bg dan

pasal  309 R.Bg,  sehingga keterangan kedua orang saksi  Penggugat  a quo

secara formil dan materiil dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan 2 (dua)

orang  saksi,  apabila  dihubungkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  maka

Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah

menikah  pada  tanggal  29  Januari  2015,  belum pernah  bercerai  dan

belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  sudah tidak

harmonis  sejak  bulan  Februari  2015 antara  Penggugat  dan Tergugat

sering  terjadi  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  tidak  bisa

memenuhi  nafkah  batin  kepada  Penggugat,  Tergugat  lemah syahwat

dan sudah berusaha berobat namun Tergugat selalu menolak;

- Bahwa sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  lagi  tinggal  serumah,  dikarenakan  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat; 

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa

dalam hati  Penggugat dan Tergugat  sudah tidak ada lagi  benih saling kasih

sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan

Tergugat,  mana  mungkin  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  tinggal  satu  rumah

dalam kurun waktu yang relatif lama dan tidak ada keinginan Penggugat untuk

bersatu lagi  merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat  dengan Tergugat

sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak

pernah  menunjukkan  sikap/itikad  untuk  rukun  kembali,  bahkan  telah
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memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan

rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sudah membuktikan bahwa

antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang

menjadi  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran,  tetapi  yang  perlu  dilihat

adalah  perkawinan  itu  sendiri,  apakah  perkawinan  itu  masih  dapat

dipertahankan  atau  tidak,  hal  mana  telah  sejalan  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni

1996,  karena  apabila  hati  kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak  sudah

terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan

yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, maka pertanda perkawinan  itu

sudah sulit untuk disatukan lagi; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

pecah  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  kembali  membina  rumah

tangganya yang ditandai dengan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

dalam waktu yang relatif lama, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak

akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam

surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud pasal  1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan  jo. Pasal  3 Kompilasi  Hukum Islam, bahkan akan

mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai

dengan sebuah kaidah ushuliyah yang berbunyi:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

“Menolak  mafsadat  (keburukan)  lebih  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim memandang perlu  mengemukakan

pendapat  ahli  fikih  dalam kitab  Bughyah  al-Mustarsyidin  halaman 223 yang

berbunyi:

ضي            اذا القا عليها طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد

     طلقة
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“Apabila kebencian  seorang isteri sudah memuncak terhadap suaminya,

maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu ”.

berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan

mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  alasan  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  telah

memenuhi  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam Pasal  39  ayat  (2)  Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo. Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat

pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  84 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

147  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  majelis  Hakim  perlu  menambah  amar

putusan  yang  isinya  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama

Kisaran untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi

tempat  kediaman  Penggugat  dan  Tergugat  serta  tempat  dilangsungkannya

pernikahan mereka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

tahun  2009 tentang  Peradilan  Agama, maka  semua  biaya  perkara  ini

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syara’ yang berkitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Kisaran  untuk  mengirimkan

salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai

Pencatat Nikah pada kantor  Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat

Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  di  tempat  perkawinan

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp

416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Kisaran bersidang pada hari Rabu tanggal 25 Mei

2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1437 Hijriyah, oleh kami

Drs. Lisman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H dan

Mardha Areta,  S.H.,  masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan mana

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  hakim  anggota  dan  dibantu  oleh

Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Lisman, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H
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Rincian Biaya Perkara:

1.-----------------------------Biaya pendaftaran Rp.     30.000,00      

2.-----------------------------Biaya proses / ATK. Rp.     50.000,00   

3.-----------------------------Biaya Panggilan Rp.   325.000,00   

4.-----------------------------Hak redaksi Rp.       5.000,00

5.-----------------------------Meterai   Rp.                6.000,00

Total biaya Perkara       Rp.  416.000,00    

                                             (Empat ratus enam belas ribu rupiah)
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